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Abstract

The government's financial system is vulnerable to abuse due to
a lack of transparency, single authority, and insufficient public
participation in budget management. With a centralized budget
system, data manipulation becomes easier and accountability
becomes more difficult. The objective of this research is to
incorporate blockchain technology into the government's budget
system to improve transparency and accountability. R&D
(Research and Development) uses a software engineering
approach. This system uses the Python programming language,
the Flask framework, and the SQLite database, and implements a
tiered budget validation process based on the structure of
government. Test results show that the system has the ability to
record, validate, and store budget data anywhere and anytime
with the participation of at least three people from each level of
government. This data cannot be altered. Therefore, blockchain
technology can help make government financial management
more transparent and secure.
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Abstrak
Sistem keuangan pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan
karena tidak ada transparansi, kekuasaan tunggal, dan kurangnya
partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran. Dengan sistem
anggaran yang tetap terpusat, manipulasi data menjadi lebih
mudah dan akuntabilitas menjadi lebih sulit. Tujuan penelitian
ini adalah untuk memasukkan teknologi blockchain ke dalam
sistem anggaran pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas. R&D (Research and Development) menggunakan
pendekatan rekayasa perangkat lunak. Sistem ini menggunakan
bahasa pemrograman Python, framework Flask, dan database
SQLite, dan menerapkan proses validasi anggaran berjenjang yang
didasarkan pada struktur pemerintahan. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan untuk
mencatat, memvalidasi, dan menyimpan data anggaran di mana
saja dan kapan saja dengan partisipasi minimal tiga orang dari
setiap tingkat pemerintahan. Data ini tidak dapat diubah. Jadi,
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teknologi blockchain dapat membantu membuat tata kelola
keuangan pemerintah lebih terbuka dan aman.

Kata kunci: Blockchain, Sistem Anggaran, Transparansi,
Akuntabilitas, Validasi

1. PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah utama yang dihadapi
dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Transparansi anggaran memiliki tujuan agar publik
dapat memiliki akses informasi tentang pendapatan pemerintah dan pengeluaran
pemerintah(Mutmainnah et al., 2023). Sementara itu menurut Budiarti dan Retnani (2021)
akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam Pemerintah sebagai bentuk
pertanggungjawaban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat(Budiarti & Retnani, 2021).
Namun pada proses perencanaan, pengalokasian, dan pelaporan anggaran kerap kali tertutup,
tidak efisien, serta rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam penelitiannya Kenneth (2024) mengatakan korupsi adalah tindakan seseorang
dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang
publik untuk kepentingan sendiri(Kenneth, 2024). Dampak korupsi dijelaskan oleh Rachmawati
(2022) yaitu memiliki banyak dampak buruk terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan
negara khususnya dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum(Rachmawati, 2022). Sementara
itu kolusi menurut Taun et al. (2025) adalah perjanjian rahasia antara pihak yang seharusnya
bersaing tetapi justru bekerjasama untuk kepentingan bersama(Taun et al., 2025). Berdasarkan
penjelasan dari Purba dan Huda (2022) Nepotisme adalah tindakan oleh operator negara untuk
mengambil untung secara ilegal demi kepentingan keluarganya dan sebayanya(Purba & Huda,
2022).

Sistem informasi anggaran saat ini terpusat dan memiliki keterbatasan dalam kemampuan
untuk berinteraksi dengan masyarakat dan badan pengawasan mengalami kendala dalam
mengakses secara langsung dan memeriksa aliran dana publik. Ini menyebabkan munculhya
krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara(Famau et al., 2025). Dengan
demikian diperlukan sebuah inovasi teknologi yang dapat mengembangkan sistem anggaran

yang lebih transparan, efisien, dan dapat diawasi oleh semua pihak.
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Aprilla et al. (2024) menyebutkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah(Aprilla et al., 2024). Salah satu solusi
yang potensial untuk menjawab permasalahan tersebut adalah implementasi teknologi
blockchain dalam sistem anggaran pemerintah. Blockchain Menurut Septianda (2022) adalah
sistem buku besar elektronik yang terdesentralisasi untuk menciptakan catatan kriptografi yang
aman dan tetap dari setiap transaksi nilai baik uang, barang, properti, dan lain-lain(Septianda
et al., 2022). Sementara menurut Arwani dan Priyadi (2024) blockchain adalah sebuah Teknik
pencatatan informasi dan transaksi keuangan yang pencatatannya sangat aman(Arwani &
Priyadi, 2024). Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi anggaran dapat direkam
dalam sistem ledger yang aman, dapat diakses publik, dan terlindungi dari manipulasi.
Kemampuan teknologi ini untuk memberikan informasi secara langsung dan tidak dapat diubah,
yang diyakini menghasilkan sistem keuangan yang lebih dapat diandalkan, yang meningkatkan
transparasi dan akuntabilitas.

Dalam pengembangan sistem anggaran berbasis teknologi, khususnya blockchain, berbagai
studi menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas keuangan di berbagai sektor. Aprilia dan Sisdianto (2024)
menyoroti bagaimana penerapan blockchain pada laporan keuangan bank syariah memperkuat
prinsip keterbukaan dan keadilan, yang juga relevan dengan sistem anggaran
pemerintah(Aprilia & Sisdianto, 2023). Yusran dan Yusran (2025) menekankan pentingnya
integrasi blockchain dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk memperkuat keamanan dan
kemudahan audit(Yusran & Yusran, 2025), sementara Harahap dan Sitompul (2025)
mengevaluasi peran blockchain dalam pengawasan fiskal meskipun belum pada tahap
perancangan sistem terintegrasi(Harahap et al., 2025). Thohira et al. (2025) menunjukkan
efektivitas blockchain dalam pengelolaan green bond di sektor infrastruktur swasta sebagai
pembanding potensial bagi mekanisme anggaran berbasis proyek(Thohira et al., 2025). Di sisi
lain, Nasywa dan Lahuri (2025) menegaskan keberhasilan blockchain dalam pengelolaan wakaf
sebagai sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel(Nasywa & Lahuri, 2025). Keseluruhan
kajian ini memperkuat relevansi dan urgensi adopsi blockchain dalam sistem anggaran

pemerintah.

Namun, dari sejumlah penelitian yang ada, belum banyak yg fokus secara khusus

mempelajari penerapan blockchain dalam sistem anggaran pemerintah di Indonesia, terutama
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mengenai desain sistem, tantangan dalam pelaksanaannya, dan juga evaluasi efektivitasnya
dalam meningkatkan transparasi dan akuntabilitas. Inilah yang menjadi research gap penelitian
dari studi ini, di mana penulis mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi dengan
pendekatan baru terhadap sistem anggaran negara yang berbasiskan blockchain, dengan

pendekatan yang lebih praktis dan sesuai konteks sistem pemerintahan di Indonesia.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi kemungkinan penerapan teknologi
blockchain dalam sistem penganggaran pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan
kejelasan dan tanggung jawab, serta untuk menyusun kerangka sistem penganggaran yang
berbasis blockchain yang dapat diimplementasikan di sektor pemerintahan Indonesia.
Harapannya adalah bahwa penelitian ini akan memeliki dampak yang signifikan pada
mempromosikan perubahan dalam pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan

transparasi, efektivitas, dan penghindaran penyimpangan.

2. METODE

Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi masalah, perumusan tujuan,
pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Sistem
dikembangkan menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan
rekayasa perangkat lunak. Setelah rancangan selesai, sistem dibangun dan diuji secara lokal
untuk menilai fungsionalitas dan efektivitasnya, kemudian dilakukan evaluasi dan dokumentasi

hasil sebagai penutup. Berikut merupakan alur penelitian yang digunakan:

Studi Literatur

Perancangan
Sistem

Pengembangan
Sistem

Pengujian &
Evaluasi

Dokumentasi &
Penyimpulan

Gambar 1. Alur Penelitian
2.1 Metode Pengembangan Sistem
Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode
Research and Development (R&D) yang berfokus pada pembuatan dan pengujian aplikasi

berbasis blockchain untuk pencatatan dan validasi anggaran pemerintah secara berjenjang.
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Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask, dan
didesain berdasarkan arsitektur hierarki pemerintahan untuk memastikan transparansi serta
akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Rozikin et al. (2024) yang menggunakan metode kualitatif eksploratif dalam menganalisis
potensi adopsi blockchain pada tata kelola pemerintahan desa, di mana penelitian tersebut
lebih berfokus pada identifikasi peluang dan hambatan implementasi tanpa menghasilkan
prototipe sistem yang dapat diujicobakan(Rozikin et al., 2024).

Sementara itu, dalam penelitian oleh Parapat dan Siringo-ringo (2025) digunakan metode
mixed methods, yaitu penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam merancang
kerangka audit berbasis blockchain. Pendekatan tersebut berupaya memahami tantangan
implementasi standar IPSAS pada sistem keuangan publik, namun belum sampai pada tahap
pengembangan atau uji coba sistem secara menyeluruh(Parapat et al., 2025). Untuk itu pada
penelitian ini metode R&D dipilih karena memungkinkan untuk merancang, membangun, dan
menguji sistem teknologi informasi secara sistematis melalui tahapan perancangan,
implementasi, pengujian, dan evaluasi, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengembangan
aplikasi anggaran berbasis blockchain ini.

Berikut merupakan tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem:

e Analisis Kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem, termasuk
peran pemerintah dari tingkat pusat hingga desa, serta kebutuhan akan transparansi
dan validasi anggaran antar level.

e Desain Sistem, yaitu merancang arsitektur aplikasi, alur validasi, struktur database,
serta penyimpanan blockchain dalam format JSON.

e Implementasi Sistem, yaitu mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa Python
dengan framework Flask, database SQLite, serta library pendukung seperti hashlib,
uuid, JSON, dan werkzeug.security, di mana data blockchain disimpan dalam file
blockchain_data.JSON.

e Pengujian Sistem, yaitu melakukan uji fungsionalitas untuk memastikan seluruh fitur
berjalan dengan baik, serta uji validasi berjenjang untuk memastikan bahwa blok
hanya ditambahkan ke blockchain setelah divalidasi oleh minimal tiga akun dari level
pemerintahan yang lebih rendah.

e Pemeliharaan Sistem, yaitu melakukan perbaikan bug serta pengembangan fitur

tambahan seperti notifikasi validasi, sistem pengarsipan, dan integrasi dengan sistem
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e-government.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Pembaharuan konsep validasi anggaran

Sistem ini menghadirkan pendekatan baru dalam proses validasi anggaran pemerintahan
melalui penerapan konsep blockchain dengan skema validasi berjenjang berbasis wilayah
administratif. Dalam pendekatan konvensional, proses validasi anggaran umumnya dilakukan
secara terpusat dan tertutup, sehingga rawan manipulasi data, keterlambatan pencatatan,
serta lemahnya keterlibatan pemangku kepentingan di level bawah. Melalui sistem ini, setiap
entitas pemerintahan hanya dapat mengirim anggaran ke level yang lebih rendah, dan
pengesahan anggaran baru hanya dapat dilakukan apabila telah tervalidasi oleh minimal tiga
akun dari wilayah administratif yang relevan. Misalnya, jika anggaran berasal dari Kabupaten
Bekasi, maka hanya akun-akun dengan role Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten
Bekasi yang dapat memberikan validasi.

Pembaharuan ini tidak hanya mengusulkan transparansi data, tetapi juga memperkenalkan
desentralisasi kendali administratif dalam mekanisme pelaporan anggaran. Dengan
menyesuaikan validasi berdasarkan wilayah domisili dalam struktur pemerintahan, sistem
menjadi lebih representatif secara geografis dan fungsional. Selain itu, penggunaan struktur
hash dan penyimpanan data permanen dengan file JSON menjamin integritas data dan
mencegah rekayasa dokumen anggaran setelah validasi dilakukan. Ini menjadi jawaban
terhadap tantangan klasik dalam sistem pengawasan dana publik yang sering terpusat dan
kurang akuntabel
3.2 Penerapan hirearki dalam desain Blockchain

Struktur blockchain pada sistem ini tidak mengikuti pendekatan linier tradisional seperti
pada cryptocurrency, melainkan diadaptasi dengan model hierarki pemerintahan Indonesia.
Setiap blok dapat menyimpan referensi terhadap blok induknya (parent block), yang mewakili
level pemerintahan di atasnya. Desain ini memungkinkan pelacakan sumber asal anggaran
secara vertikal, dari desa hingga ke pusat, sehingga audit anggaran dapat dilakukan dari bawah

ke atas dengan data yang saling terkait secara struktural.


https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/kohesi

E-ISSN : 2988-1986 V-

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
D Y :
https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/kohesi y |

Volume 9 No 2 Tahun 2025

Konsep ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori blockchain sektor publik,
dengan pendekatan non-keuangan yang lebih kontekstual. Pembaruan ini menunjukkan bahwa
blockchain tidak hanya terbatas pada transaksi moneter, melainkan juga dapat disesuaikan
dengan pola birokrasi administratif dan model pelaporan anggaran tradisional. Hasil ini
berpotensi menjadi dasar pengembangan lebih lanjut untuk sistem transparansi digital
pemerintahan yang mengutamakan partisipasi dan akuntabilitas
3.3 Perbandingan dan masukan sistem

Salah satu kelemahan utama dari sistem pengelolaan anggaran yang terpusat adalah
keterbatasan transparansi serta rendahnya pelibatan dari aktor pemerintahan di tingkat bawah.
Dalam model tersebut, keputusan dan validasi anggaran dilakukan oleh entitas tunggal atau
terbatas di tingkat pusat, tanpa partisipasi dari unit pemerintahan yang bersentuhan langsung
dengan pelaksanaan kegiatan anggaran. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan
wewenang dan minimnya kontrol sosial dari pihak daerah, khususnya kecamatan dan desa yang
lebih memahami kondisi di lapangan.

Sebagai bentuk solusi, sistem yang diusulkan dalam penelitian ini menerapkan validasi
kolektif terdesentralisasi berbasis wilayah administratif, di mana hanya akun dengan level lebih
rendah yang berada dalam satu wilayah pemerintahan yang dapat memvalidasi suatu anggaran.
Pendekatan ini memperkuat konsep distributed trust, sekaligus menjadikan sistem lebih
representatif dan partisipatif. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut disajikan
perbandingan antara sistem validasi anggaran terpusat dan sistem berbasis blockchain wilayah
yang diusulkan:

Tabel 1. Perbandingan sistem validasi anggaran terpusat dengan sistem berbasis blockchain

Aspek

Sistem Terpusat
Konvensional
(Centralisasi)

Sistem Usulan
Blockchain Validasi
Berjenjang Wilayah

(Decentralisasi)

Alur Validasi

Lembaga pusat atau

pejabat tertentu yang
hanya berkepentingan

Dilakukan oleh akun dari

level pemerintahan lebih

rendah dari wilayah yang
sama

Keterlibatan daerah

Pasif, hanya sebagai
pengusul atau pelaksana

Aktif, terlibat langsung
dalam proses validasi

Transparansi

Terbatas, hanya pejabat
pengusul dan

Terbuka, semua proses
tercatat di blockchain
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Aspek Sistem Terpusat Sistem Usulan
Konvensional Blockchain Validasi
(Centralisasi) Berjenjang Wilayah
(Decentralisasi)
pemerintahan pusat yang
mengetahui
Akurasi wilayah Tidak mempertimbangkan Validasi berdasarkan
struktur administratif wilayah administratif
secara mendetail (kabupaten - kecamatan,
dst)
Resiko manipulasi data Tinggi, karena kontrol di Rendah, karena di
pegang satu titik validasi kolektif dan tidak
bisa diubah
Kelebihan Cepat dalam kondisi Aman, transparan, dan
darurat partisipatif
Kekurangan Rawan penyimpangan dan | Perlu infrastruktur digital
tidak partisipatif yang baik

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukan bahwa integritas teknologi blockchain efektif untuk
diterapkan dalam sistem anggaran pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas melalui mekanisme pencatatan yang desentralistik, tidak dapat diubah, dan
tervalidasi secara kolektif. Dengan menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan
metode R&D, sistem yang dikembangkan mampu mengimplementasikan proses validasi
berjenjang antar level pemerintahan yang aman dan efektif, serta ruang manipulasi data
menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa blockchain bukan hanya solusi teknologis,

tetapi juga instrumen strategis dalam reformasi tata kelola keuangan publik.
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